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PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 97 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Cirebon Tahun Anggaran 2017 perlu diubah untuk
disesuaikan;

b. bahwa Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : j Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana Jielahdirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 [Tahun_
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tp-itang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Taluia
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 288) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1081);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 14, Seri A.3);
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11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2015 Nomor 25 , Seri E.20);

12.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 97,
Seri E.42);

13.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 106 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2016 Nomor 106, Seri A.7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I
Beberapa Ketetentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 97 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun
2016 Nomor 97 Seri E.42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b, diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 22
(1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran Dana

Desa Tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri
dari:
b. Laporan Realisasi dan SPJ penggunaan Dana Desa tahap

sebelumnya (terutama pembangunan fisik berikut pajak)
yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata
capaian output paling kurang 50% (lima puluh persen).

2. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29
(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan
oleh camat kepada Bupati melalui DPMD paling lambat
tanggal 7 Januari tahun anggaran beijalan.
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(4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan
oleh camat kepada Bupati melalui DPMD paling lambat
tanggal 7 Juli tahun anggaran beijalan.

3. Ketentuan Pasal 33 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 33
(5) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran

beijalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) ,
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi
sisa Dana Desa di RKUD.

4. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35
(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran dana desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK, Fisik, dan Dana Desa.

PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada Tanggal 11 September 2017

BUPATI CIREBON

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 13 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 71 , SERI E.65




